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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah


Syari'ah
 sebagai hukum Allah yang diturunkan di muka bumi dengan tujuan menegakkan kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia, ada yang diterangkan secara  eksplisit dalam al-Quran dan ada pula yang bersifat implisit. Hukum Allah yang dituangkan dalam al-Quran secara eksplisit itupun masih terbagi dalam dua bagian, yakni muhkam dan mutasyabih. Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabih yang ditemui umat Islam pada masa Nabi Muhammad telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan ketetapan, dan sifat yang beliau tampilkan. Umat Islam harus tunduk pada ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah tersebut. Namun demikian, penjelasan-penjelasan Rasul kala itu terikat oleh dimensi-dimensi kultural, situasi, kondisi, waktu dan tempat, sehingga penjelasan Rasul saw. tersebut mesti dilanjutkan melalui pengkajian-pengkajian dan penelitian-penelitian ijtihadi. Produk-produk pemikiran ijtihadi itulah yang disebut fiqh.


Adanya syari'ah dapatlah ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Untuk bisa menegakkan itu semua, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana,
 bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung di dalamnya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang mu'amalah, ibadah jinayah, dan lain-lain.
Fiqh mu'amalah yang terminologi didefenisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan,
 misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.
Obyek mu'amalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Quran dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak  membicarakan  persoalan mu'amalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini  menunjukkan bahwa Islam memberikan  peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk mu'amalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk mu'amalah hasil inovasi itu tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk mu'amalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan  interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing masing. Allah ta'ala berfirman :

((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((  
"Katakanlah : Katakanlah hai muhammad, tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (QS.al-Isra:84)
Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis mu'amalah dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis mu'amalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah Swt. 
Syara' menetapkan bahwa mu'amalah itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apa pun jenis mu'amalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus senantiasa dalam rangka  mengabdi pada Allah swt. dan senantiasa berprinsip  bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang (Penimbunan barang), dan kecurangan-kecurangan maupun dalam kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi, dan jenis lainnya.
Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila dihadapakan dengan prinsip ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan menganjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, supaya dapat memberi zakat untuk kaum Muslimin yang membutuhkannya. Prinsip Islam tentang ekonomi tidak akan terlaksana bila aktivitas ekonomi umat hanya menghasilkan sekedar cukup untuk kebutuhan pribadi. Hal itu akan melemahkan ekonomi umat, dengan menimbulkan kemistikan. Sistem ekonomi Islam menghendaki hasil aktivitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum Muslimin harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam.

Jual beli menurut Islam berdasarkan atas hukum Ilahiyah yang menitik beratkan barang-barang kebutuhan hidup itu tidak hanya beredar di tengah-tengah orang-orang tertentu saja, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Allah Swt. Berfirman :
(((((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ...

Artinya : “… Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.(QS.Al-Hasyr: 7).

Sehubungan dengan penetapan harga, kenaikan harga disebabkan banyaknya permintaan sementara stock barang sedikit. Sesuai dengan hukum supply and demand yaitu jika barang sedikit sementara permintaan banyak, maka harga akan naik dengan sendirinya, dalam hal seperti ini, sama dengan berbuat zalim terhadap pedagang. Berbuat zalim itu hukumnya haram.

Akan tetapi berbeda halnya jika kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang, persediaan komoditi barang yang dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan penimbunan barang (penimbunan barang yang sengaja  dengan tujuan agar stock menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga jika harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit-demi sedikit).

Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalankan aktivitas ekonomi, didalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap Muslim. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Islam juga melarang perbuatan Penimbunan barang atau penimbunan barang, karena dapat merugikan  konsumen.
 
Penimbunan barang dalam aktivitas jual beli hanya kita kenal dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut kapitalis dalam sistem pasar bebas. Penumpukan barang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bila didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya terdapat dalam dunia usaha kontemporer. Transaksi seperti ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang itu terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi, di luar jangkauannya. Dalam Ekonomi Kapitalis cara seperti ini tidaklah dilarang, dan merupakan hak asasi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok, dilarang, sebab merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.


Allah SWT berfirman :

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( .

Artinya : “Hai Orang-Orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”         (Q.S An-Nisa : 29).

Islam sebagai agama universal mengatur dan menata  semua sektor kehidupan dan aktivitas manusia.
 Justru itu Islam mempunyai gagasan mengenai setiap problem dan masalah yang terjadi dan dialami manusia, termasuk penimbunan barang dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat ditegaskan bahwa al-Quran mempunyai perhatian dan ketentuan khusus mengenai aktivitas ekonomi.
Menurut prinsip hukum Islam, bahwa barang itu pada prinsipnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya, maka usahanya itu menjadi haram, yaitu penimbunan barang dagangan. Sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, terutama pada saat harga barang naik. Perbuatan yang demikian itu dilarang oleh syari’at, seperti sabda Rasulullah Saw. Bersabda berikut ini:
عن معمر بن عبد الله عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ

ِArtinya : “Dari Mu'amar bin Abdillah dari Rasulullah SAW, ia berkata : Tiadalah yang melakukan ikhtikar kecuali orang yang bersalah".

(Hr. Muslim).


Hadis ini mengisyaratkan bahwa perbuatan penimbunan barang dagangan adalah perbuatan yang salah, salah dalam pengertiannya, adalah menyimpang dari peraturan-peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan al-Quran dan hadis. Sebab penimbunan barang itu sendiri akan menjurus ke arah ketamakan dan keburukan moral yang meragukan orang banyak. Secara gmablang perbuatan penimbun dinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw.;

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م مَنِ احْتَكَرَ احُكْرَةً يُرِ يْدُ اَنْ يُغَلِّىَ بِهَا عَلَى اْلمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

Artinya : Dari Abu Hurairah, dia mengatakan : Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang melakukan suatu penimbunan dengan maksud menaikkan (harga barang), bagi kaum muslimin, maka ia adalah orang yang berdosa".


Berdasarkan prinsip ekonomi Islam diatas berarti semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam  produksi, pemasaran, konsumsi atau pertanian, industri dan jasa harus berpedoman  pada asas dan peraturan al-Quran dan hadis. Aspek yang berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam. Islam adalah sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Sedangkan ekonomi merupakan bagian dari perilaku manusia, semua bentuk aktivitas ekonomi haruslah berada di dalam naungan lingkup ajaran Islam.

Hasil observasi penulis, penimbunan barang sering terjadi pada produk pangan Khususnya beras. Hal ini penulis temukan di pasar Tanjung Bajure yang terletak  di Kota Sungai Penuh
 yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. 
Pasar Tanjung Bajure merupakan pasar tradisional yang terletak di Kota Sungai Penuh, barang dangangan yang dijual di pasar tersebut adalah barang pangan seperti : beras, cabe, sayur-mayur dan lain-lain. Di antara barang pangan yang dijual di pasar Tanjung Bajure, penulis menemukan pedagang beras yang  melakukan penimbunan barang, hal ini di karenakan beras merupakan barang pangan yang mudah di simpan dan tidak mudah rusak.


Beberapa orang pedagang beras mengatakan bahwa, beras yang mereka jual sekarang merupakan beras yang mereka beli dari hasil panen padi pada musim panen tahun lalu. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan beberapa orang pedagang beras, diantaranya adalah Salim yang merupakan salah seorang pedagang beras yang sejak tahun 1983 sampai sekarang tetap setia menjadi pedagang beras. Beliau mengatakan :

“Berdagang beras sudah saya mulai dari tahun 1983. sistim perdagangan yang saya lakukan adalah dengan membeli padi di musim panen dan menggilingnya menjadi beras beberapa bulan setelah itu. Dengan cara seperti ini saya bisa mendapat keuntungan lebih banyak dari hasil penjualan beras musim panen yang lalu”
  
Hal senada dikemukakan juga oleh pedagang beras lainnya, seperti yang dikatakan oleh Misna sebagai berikut :

“Beras yang saya jual ini merupakan hasil dari padi yang saya beli di musim panen tahun lalu, karena apabila padi disimpan lebih lama maka akan menghasilkan beras yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pedagang beras yang ada di Pasar Tanjung Bajure menghalalkan penimbunan barang dalam mereka menjual beras, hal ini sangat ironis sekali, karena masyarakat Sungai Penuh merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi norma-norma Islam setiap melakukan kegiatan, dalam keadaan seperti ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatisipasi masalah tersebut, karena pemerintah memilki hak untuk ikut campur dalam menjaga stabilitas harga suatu komoditas.
Apabila keadaan ekonomi rakyat sudah tidak normal lagi, seperti terjadinya monopoli atau penimbunan barang maka pemerintah harus bertindak tegas dalam mengatasi hal tersebut agar tercapai kemakmuran yang bersifat menyeluruh. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang mengakui kebebasan ekonomi dengan saling menjaga antara hak umum dan hak individu tetap sama-sama terpelihara. Dengan kata lain tidak mengenyampingkan kepentingan salah satu diantara keduanya. 

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah harus ikut campur tangan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat karena pemerintah harus mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan perorangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis cenderung untuk untuk memecahkan persoalan ini dalam karya ilmiah yang diberi judul: Penimbunan Barang di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh Menurut Ekonomi Islam.
B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok untuk menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah :

1. Mengapa para pedagang di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh melakukan penimbunan barang ?

2. Bagaimana peran pemerintah di dalam menetapakan harga di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh ?


Pembahasan tesis ini terbatas pada persoalan beras dalam perspektif Ekonomi Islam.
Pembahasan diluar itu, hanya merupakan bahan pelengkap atau penguat dasar pembahasan karena ada hubungan dengan pembahasan tesis ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui mengapa pedagang beras di pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh melakukan penimbunan barang.
b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menetapkan harga di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai wujud partisipasi penulis dalam turut serta dan berpartisipasi melakukan kajian serta penelitian dalam bidang Ekonomi Islam, yang dapat menjadi referensi tambahan atau komparasi bagi pihak-pihak yang berkompeten, dan diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam usaha menghadapi masalah Penimbunan Barang.
D. Defenisi Operasional

Kata Ihtikar berasal dari kata hakara yang berarti az-Zulm (aniaya) dan Isa'ah al-Mu'asyarah (merusak pergaulan). Dengan timbangan Ihtikara, yahtakiru, Ihtikar, kata ini berarti pula penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.


Ada beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul tulisan ini yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami maksud dari penelitian ini, adalah :


Menurut dalam kamus besar bahasa Indonesia berati berjalan atau mengikuti. Sedangkan menurut ulama fiqih Ihtikar adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits. 

Dari defenisi di atas dapat diartikan bahwa penimbunan barang di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh menurut ekonomi Islam ialah menyembunyikan barang di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh, Berdasarkan Al-Qur’an dan hadits.
E. Tinjauan Kepustakaan.


Sejauh pengamatan dan informasi yang didapati, bahwa terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang penimbunan barang seperti skripsi Yulismawati yang berjudul Persfektif Hukum Islam Tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalam Menetapkan Harga Barang dan Skripsi Rosmiah yang berjudul Penimbunan Barang dalam Pandangan Hukum Islam. Namun secara khusus belum penulis temukan pembahasan tentang peran pemerintah dalam mengatasi Penimbunan Barang di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh dalam ekonomi Islam yang akan penulis bahas dalam Penelitian ini.
F. Metodologi Penelitian.
1. Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) yaitu mengambil informasi mengenai status, keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, menurut Sukardi penelitian Deskriptif adalah seorang penelitian melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.



Sedangkan menurut Meleong metode penelitian Deskrtiptif adalah penelitian yang mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi dan kejadian atau berakar pada tata alamiah sebagai keutuhan.
 Sedangkan metode deskriptif kualitatif yang penulis maksud adalah memperoleh gambaran yang objektif tentang penimbunan barang di pasar Tanjung Bajure Sungai penuh menurut ekonomi islam.



Dalam hal ini penulis berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis tentang usaha yang dilakukan pemerintah terhadap para pedagang yang melakukan penimbunan barang di pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh menurut ekonomi Islam.
2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi tentang pedagang beras yang melakukan penimbunan barang, sedangkan data sekunder adalah bacaan-bacaan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penimbunan barang.
Sumber data yang akan di manfaatkan adalah pedagang beras, petani, dan masayarakat serta orang yang berkaitan dan ikut terlibat dengan masalah tersebut.
3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang beras yang ada di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh yang berjumlah 70 orang. Jumlah populasi ini cukup banyak, maka peneliti merasa perlu dan penting untuk menetapkan sample, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang optimal.
4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode:
a. Observasi.

Teknik ini merupakan teknik pengamatan biasa dan pengamatan setelah terlibat langsung dalam bisnis perdagangan beras.
b. Wawancara.
Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematika dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
 Dalam hal ini Penulis menjadikan wawancara langsung dengan pihak Staf Dinas Disperindag Koperasi dan UKM Sungai Penuh, pedagang beras pasar Tanjung Bajure, petani dan masyarakat serta orang yang berkaitan dan ikut terlibat dengan masalah tersebut.
5. Analisis Data.
Interpretasi menjadi salah satu langkah penulis dalam menyelami data yang tersedia serta mengungkapkan makna yang terkandung dari data, langkah interpretasi ini dilakukan ketika berhadapan dengan kenyataan yang berbentuk gejala yaitu sesuatu yang tampak sebagai tanda-tanda adanya peristiwa. Melalui interpretasi diharapkan mendapatkan gambaran secara tepat, lengkap dan mendalam.
Koherensi penulis gunakan dalam rangka mencermati kesesuaian serta keselarasannya dengan problem-problem manusia yang actual yang terkait dengan penimbunan barang.

Deskripsi penulis gunakan dalam mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail tentang penimbunan barang yang terjadi di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.
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